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Latar Belakang

e Data KPK 2004 - 2022: dari 1.519 tersangka, 521 orang diantaranya
memiliki irisan dengan wilayah politik, mulai dari anggota legislatif
hingga kepala daerah;

e Data ICW: setidaknya Rp 1,3 triliun hilang sepanjang tahun 2021 dari
praktik korupsi politik;

e Survei Indikator Politik Indonesia (2022): kepercayaan publik terhadap
DPR paling rendah;

e Global Corruption Barometer (2020): persepsi masyarakat masih lekat
pada praktik korupsi jika melihat anggota legislatif;




LHKPN Anggota Legislatif

PEMCEGAHAMN KORLUPSI

Usai Terpilih, Anggota DPR Tak Rutin
Laporkan Harta Kekayaannya

Data KPK hingga 30 Juni 2021, anggota DPR dan DPRD mulai tak rutin melapor
harta kekayaan setelah terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019. KPK pun

mengingatkan komitmen para anggota sebelum terpilih dulu.

oo wansmors | e Per 30 Juni 2021, tingkat kepatuhan melapor
_HKPN anggota DPR sekitar 50%;
e Dibandingkan dengan eksekutif (96,44%),

yudikatif, (98,46 %) dan BUMN/BUMD (98,15%),
tingkat kepatuhan legislatif jauh tertinggal.




Metode & Cakupan Penelitian
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e Analisa tingkat kepatuhan LHKPN jajaran Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan .—

—

DPR Rl periode 2019-2024; -
e Termin waktu yang dijadikan objek pemantauan kepatuhan: 2019 sampai 2021;
e Rentang waktu pencarian dan pengumpulan data: Maret 2023;
e Sumber pencarian informasi: laman daring website LHKPN KPK
(https://elhkpn.kpk.go.id);
o Keberkalaan penyampaian laporan
o Waktu penyampaian laporan

e Meninjau aturan di partai politik menyangkut laporan harta kekayaan dan Kode
Etik DPR Rl tentang LHKPN;



https://elhkpn.kpk.go.id/

Landasan

Argumentasi

Pasal 5 angka 2 dan 3 UU 28/1999
Setiap penyelenggara negara berkewajiban diperiksa kekayaannya
sebelum, selama, dan setelah menjabat serta melaporkan dan
mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat

Pasal 4 ayat (3) dan (4) Per KPK 02/2020
LHKPN disampaikan secara periodik setiap 1tahun sekali dalam
jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya



Subjek
Pemantauan

PIMPINAN DPR

PIMPINAN KOMISI

PIMPINAN BALEG

PIMPINAN BANGGAR

PIMPINAN BURT

PIMPINAN BKSAP

PIMPINAN BAKN

PIMPINAN MKD



Tinjauan Umum LHKPN

Historis LHKPN

o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/99);

o Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

o KPKPN resmi dibubarkan dan perannya digantikan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002);

o Seluruh fungsi LHKPN yang melekat pada KPKPN dilebur ke dalam ranah pencegahan
sebagaimana tercantum (Pasal 69 ayat (1) UU 30/2002).



Tinjauan Umum LHKPN

Kedudukan LHKPN dalam Peraturan Perundang-Undangan
o Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
o UU 28/1999;
o Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan KPK
Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;




Tinjauan Umum LHKPN

= =
Pengaturan LHKPN di DPR = =l

o UU 28/1999: penyelenggara negara yang melanggar ketentuan mengenai pelaporan
harta kekayaan saat sebelum dan sesudah menjabat, akan dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

o Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik tidak menyebutkan tentang
pelaporan harta kekayaan sebagai bagian dari kode etik. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) juga tidak menyebutkan
adanya keharusan untuk melaporkan harta kekayaan;



Tinjauan Umum LHKPN

AD/ART Partai Politik dan LHKPN

Dari 9 partai politik yang memiliki anggotanya di parlemen, hanya 1 partai yang memasukkan
laporan harta kekayaan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), yakni
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun di PDIP yang diwajibkan menyerahkan
laporan diantaranya mencakup para anggota dan pengurus partai di tingkat DPC, DPD, dan
DPP, serta yang berada di lembaga politik maupun lembaga publik lainnya.



Pemetaan
Kepatuhan LHKPN
Pimpinan AKD
DPR RI

Dari 86 Pimpinan AKD DPR Rl periode
2019-2024, sebanyak 31 orang patuh
melaporkan LHKPN, sedangkan 55
orang lainnya melanggar kepatuhan
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Jenis
Ketidakpatuhan
LHKPN

01

TIDAK TEPAT WAKTU

Melewati batas waktu
pelaporan 31 Maret

03

TIDAK TEPAT WAKTU
& TIDAK BERKALA

Kombinasi antara tidak
tepat waktu dan tidak
berkala

02

TIDAK BERKALA

Tidak melaporkan LHKPN
secara berkala

04

TIDAK MELAPORKAN

Tidak pernah melaporkan
L HKPN sejak dilantik
sebagai anggota DPR R
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Tidak Tepat Waktu Pelaporan LHKPN
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Komisiyang pimpinannya terbanyak telat melaporkan LHKPN adalah Komisi IV (3 orang), dan Komisi X (3 orang).
Pimpinan AKD paling banyak terlambat melaporkan pada periode pelaporan 2020, sebanyak 17 orang.



Tidak Berkala Melaporkan LHKPN
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Komisi yang pimpinannya terbanyak tidak melaporkan LHKPN secara berkala adalah Komisi V(2 orang), dan Komisi XI (2 orang).
Sebanyak 12 orang Pimpinan AKD tidak melaporkan harta kekayaannya dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 dan 2021.



Tidak Tepat Waktu dan Tidak Berkala Melaporkan LHKPN
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Tidak Melaporkan LHKPN

Pimp BAKN Pimp MKD



Tidak Patuh Melaporkan LHKPN
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Mayoritas Pimpinan DPR Rl tidak patuh melaporkan LHKPN. Sedangkan Pimpinan Komisi sebanyak 37 orang dari total 55 orang.
Rincian: Komisi | (4 orang), Komisi Il (4 orang), Komisi VII (4 orang), Komisi IX(4 orang), Komisi X (4 orang), dan Komisi XI (4 orang).



Partai Asal Pimpinan AKD DPRRI
yang Tidak Patuh Melaporkan LHKPN

PDIP
Golkar
PKB
Gerindra
Nasdem
PAN
Demokrat
PPP

PKS

o

5
Aturan LHKPN di PDIP ternyata tidak dijalankan dengan baik.
PDIP terbukti menjadi salah satu partai terbanyak yang wakilnya di AKD DPR Rl tidak patuh melaporkan LHKPN.
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INDONESIA CORRUPTION WATCH

Rekomendasi



Pemerintah harus mengintegrasikan
rekomendasi Pasal 20 UNCAC terkait
kriminalisasi illicit enrichment.

Upaya itu dilakukan melalui revisi UU
Tipikor maupun mengakomodir ke dalam
Rancangan UU Perampasan Aset.



Pengaturan lllicit Enrichment dalam
Hukum Positif di 98 Negara
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Perubahan Kode Etik DPR Rl harus dilakukan.
Sanksi administratif mesti dituangkan secara
jelas. Bagi anggota yang terlambat melaporkan
LHKPN, gaji mereka ditangguhkan sampai
pelaporan dilakukan.

Jika laporan harta tidak kunjung disampaikan
kepada KPK dalam kurun waktu dua tahun, MKD
harus menjatuhkan sanksi berupa
pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Begitu
pula bagi Pimpinan AKD, sanksi pemberhentian
sebagai pimpinan harus diakomodir dalam
perubahan Kode Etik DPR RI.



DAN PlSAH bAMBU | KPK harus mengumumkan nama-nama

E LS anggota DPR yang tidak patuh dalam
SMISee e, EM ANTA KORU melaporkan LHKPN. Selain itu,

| f "1'5"

S rr e 3 -,_,f f-"-. kewenangan pemberian rekomendasi
r“"" e -t i 019 untuk penjatuhan sanksi administratif
-'? yang melekat pada KPK harus diikuti
Y | dengan supervisi.

L ‘ ‘ Bentuk teknis aturannya dapat berupa
pemberian tenggat waktu kepada atasan

langsung atau pimpinan lembaga terkait
untuk menjalankan sanksi administratif.



Partai politik harus menuangkan
kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi
anggota melalui AD ART.

Selain itu, fungsi supervisi atas pelaporan
LHKPN bagi kadernya yang masuk pada
o R CLUEEEERE N ELE I ELULE] B
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Terima kasih




